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[bookmark: _Hlk88750206][bookmark: _Hlk88212451]ABSTRAK: Tesis ini berjudul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam situasi bencana. Penulisan ini dilatarbelakangi inkonsistensi norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pemberantasan Pidana Korupsi. Dimana dalam norma hukum Pasal 2 ayat (2) khususnya unsur-unsur atau parameter kejahatan korupsi, persyaratan perbuatan pidana, dan ancaman sanksi pidana tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga penormaan hukum yang inkonsistensi dan tidak memiliki kepastian hukum tersebut berpengaruh kepada penegakan hukum pidana korupsi khususnya pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimanakah seharusnya rumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan seperti pendekatan filsafat, konseptual, undang-undang, pendekatan kasus dan futuristik.Hasil penelitian adalah rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) harus memiliki kepastian hukum baik kejelasan rumusan delik, dan penggunaan pasal tersebut tidak menimbulkan masalah penegakan hukum. Untuk kedepannya norma hukum tersebut harus diperbaiki melalui revisi undang-undang, atau membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan memperkuat Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada yang menjelaskan syarat pemidanaan Pasal 2 ayat (2).
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FORMULATIVE POLICY OF CRIMINAL LAW REGARDING PROVISIONS OF ARTICLE 2 SECTION (2) OF LAW NUMBER 31 OF 1999 JO LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN DISASTER SITUATIONS
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ABSTRACT : This thesis is entitled “Formulative Policy on Criminal Law Regarding the Provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Crime of Corruption in disaster situations. This writing is motivated by the inconsistency of legal norms in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Where in the legal norms of Article 2 paragraph (2) in particular the elements or parameters of the crime of corruption, the requirements for criminal acts, and the threat of criminal sanctions do not have clear legal certainty, so that inconsistent legal norms and do not have legal certainty affect criminal law enforcement. corruption, especially Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. From this, problems arise that must be analyzed, namely: (1) How should the formulation of legal norms in the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes arise in the future? .This writing method is normative juridical. Several research approaches that the author uses, such as philosophical, conceptual, legal, case and futuristic approaches. The results of the research are that the formulation of legal norms in Article 2 paragraph (2) must have legal certainty, both the clarity of the formulation of the offense, and the use of the article does not cause enforcement problems law. In the future, these legal norms must be improved through revisions to the law, or making implementing regulations in the form of Government Regulations or Presidential Regulations and strengthening existing Supreme Court Regulations that explain the terms of punishment in Article 2 paragraph (2).
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PENDAHULUAN
Praktek korupsi masih menjadi isu utama di negeri ini. Korupsi telah terjadi disemua aspek lini kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir setiap hari media massa, media cetak dan media online, baik skala nasional maupun lokal memberitakan isu atau masalah korupsi. Akibat korupsi yang semakin menyebar, masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah menjadi korban utama, sementara negara menanggung kerugian materiil dan non materiil yang sangat besar.[footnoteRef:1] [1:  Moh. Chairul Rizal dan M. Luthfi Rizal Farid, Pitutur Lahir Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Refleksi Hukum e-ISSN 2541-5417, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2017, hlm 34.] 

Salah satu kasus korupsi yang sedang ramai dibicarakan orang saat ini ialah mengenai kasus tindak pidana korupsi dalam bencana Covid-19. Kasus korupsi tersebut berkaitan dengan dikorupsikannya dana bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang mengalami keadaan sulit Covid-19. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri modus operandi kasus korupsi tersebut ialah dengan mengambil fee dari masing-masing paket bantuan sosial sebesar Rp 10.000. Akibat perbuatan ini Negara mengalami kerugian milyaran rupiah akibat dikorupsikannya dana bantuan sosial untuk membantu penanggulangan keadaan ekonomi diera covid-19.  Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kejadian tindak pidana korupsi dalam keadaan Covid-19 sekarang termasuk jenis tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.[footnoteRef:2] [2:  Anonymous, Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi Ott KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona, Diakses dari https://www.kompas.tv/article/128763/mensos-juliari-ditetapkan-jadi-tersangka-ini-kronologi-ott-kpk-terkait-kasus-korupsi-bansos-corona, 12 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.] 

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pengaturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :[footnoteRef:3] [3:  Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi] 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa :[footnoteRef:4] [4:  Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi] 

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi menyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman pidana mati apabila melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Kemudian pasal 2 ayat (2) tersebut mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khusunya mengenai penjelasan keadaan tertentu. Sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasca perubahan yaitu : [footnoteRef:5] [5: Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi] 

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”. 
Jika merujuk pada penjelasan pasal diatas, maka keadaan tertentu berupa tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana-dana terntentu harus memenuhi beberapa unsur yakni keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Namun penjelasan frasa keadaan tertentu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi polemik. Hal ini dikarenakan frasa penjelasan tersebut yang kemudian menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana korupsi sulit untuk diterapkan dikarenakan tidak dijelaskan secara detail unsur-unsur tersebut oleh legislatif pada UU Tipikor. Hal ini menyebabkan unsur dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi bias,rancu dan multitafsir sehingga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan norma tersebut.
Jika persyaratan perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saja masih bias, rancu atau multitafsir, maka ini juga akan berpengaruh kepada cara menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku yang diduga memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Bila kerancuan, kebiasan dan mutitafsirnya Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor terus ada, maka penegakan hukum pidana korupsi akan sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum, dikarenakan  penggunaan pasal ini dalam proses peradilan pidana dirasa akan sangat sulit diterapkan dan pelaku yang diduga bisa dikenakan pasal 2 ayat (2) tersebut dapat bisa lepas dari tuntutan pasal 2 ayat (2) tersebut. 
Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak memiliki kepastian hukum, tentu apabila pasal 2 ayat (2) ini tidak ada perbaikan maka bisa saja dalam pelaksanaannya akan menyebabkan aparat penegak hukum akan menafsirkan Pasal 2 ayat (2) secara multitafsir dikarenakan unsur-unsur perbuatan pidananya yang belum jelas dan bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kriminalisasi dalam proses peradilan.
Untuk menyelesaikan problematika dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka diperlukannya pembenahan terhadap perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembenahan tersebut berkaitan dengan kebijakan formulatif hukum pidana dalam merumuskan sebuah norma hukum yang dimana harus menjamin daripada tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 
Oleh karena menariknya problematika norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian penulis dengan judul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Situasi Bencana”

METODE PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini memakai penelitan yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan perundangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Dalam penelitian ini, penulis memakai data hukum sekunder yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
PEMBAHASAN
Perumusan Norma Hukum Yang Seharusnya Pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang
Perumusan Norma Hukum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kebijakan formulasi hukum pidana yang memberikan hukuman pemberatan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa hukuman pidana mati. Asal usul pencantuman norma hukum Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dapat dilihat dalam risalah sidang. Dalam risalah sidang tersebut dapat dilihat bahwa pada rumusan  awal RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada rumusan Pasal 2 ayat (2) tentang tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Munculnya rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) hadir saat adanya rapat dengar pendapat antara beberapa fraksi di DPR. Awalnya rumusan norma hukum ini muncul saat terjadi pembahasan mengenai sanksi pidana minimum dan maksimum pada Tindak Pidana Korupsi. Dimana saat membahas ancaman sanksi maksimum terdapat usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) untuk mencantumkan ancaman sanksi maksimum tindak pidana korupsi ialah dua puluh tahun penjara, kemudian ditambah pasal pemberatan berupa pidana mati pada tindak pidana korupsi pada kondisi tertentu.[footnoteRef:6] Akhirnya usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) tersebut disetujui untuk dimasukkan dalam draf rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dan kemudian menjadi norma hukum tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. [6:  Risalah Sidang Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Kerja ke-2, Rabu 23 Juni Tahun 1999, hlm 97-98] 

Namun saat ini rumusan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang ada saat ini mengalami banyak permasalahan. Permasalahan yang terjadi saat ini dikarenakan dalam rumusan norma hukum tersebut terdapat banyak sekali rumusan kabur yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan rumusan norma hukum tersebut. Ini terjadi karena pada saat perumusan subtansi oleh legislatif tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai unsur kriteria atau parameter kejahatan korupsi, persyaratan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana  pada rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan tersebut berpengaruh kepada penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu saat ini.
Permasalahan yang terjadi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan rumusan unsur-unsur subtansi hukum pada Pasal 2 ayat (2). Subtansi hukum yang bermasalah tersebut ialah berkaitan dengan persyaratan perbuatan pidana yaitu unsur keadaan tertentu berupa keadaan bahaya, bencana alam nasioanal, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana. Dimana dalam tahapan formulasi berupa teknis penyusunan rumusan pasal pada ketentuan hukum Pasal 2 ayat (2) tidak dijelaskan secara rinci apa itu keadaan bahaya, apa itu bencana alam nasional, apa itu kerusuhan sosial yang meluas, apa itu krisis ekonomi dan moneter dan apa itu pengulangan tindak pidana. Ditambah lagi terdapat beberapa unsur yang pengertiannya masih menggunakan produk hukum lama, padahal terdapat produk hukum baru yang telah memperluas beberapa pengeritan bahasa hukum tersebut dan belum disesuaikan dengan produk hukum baru. Ketidakcermatan dalam perumusan mengenai unsur-unsur tersebut, pada hari ini  mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.[footnoteRef:7] Padahal kepastian hukum sangat penting dalam perumusan norma hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan. [7:  Barda Nawawi Arief, Eko Sopoyono Dan Risva Fauzi Batabura Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Media Neliti Tahun 2016, hlm 79.] 

Mengutip pandangan Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merujuk kepada aturan yang bersifat normatif. Kepastian hukum merujuk kepada pelaksanaan suatu aturan positif yang jelas, teratur dan konsekuen serta tidak dipengaruhi hal-hal yang bersifat subjektif.[footnoteRef:8] [8:  Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3 2014, hlm 63.] 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan, dan logis dalam artian ia menjadi system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk inkonsistensi norma,  reduksi norma atau distorsi norma.[footnoteRef:9] [9:  R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, hlm 194.] 

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :[footnoteRef:10]  [10:  Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006, hlm 85] 

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta,artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliriuan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:11] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam pembuatan produk hukum harus memiliki asas kejelasan rumusan untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.[footnoteRef:12] Oleh karena itulah dalam asas kejelasan rumusan inilah yang harus diperhatikan dengan baik, termasuk pengertian  bahasa hukum pada unsur-unsur pidana yang terdapat dalam rumusan pasal peraturan perundang-undangan agar dalam tahap aplikasi dan eksekusi dalam penegekan hukum tidak menimbulkan masalah.[footnoteRef:13] [11:  Ibid.]  [12:  Lihat Penjelasan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]  [13:  Ratih Riana, Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 4, 2018, hlm 276.] 

Kemudian dalam pembentukan produk hukum pidana khusunya dalam rumusan norma hukum pidana harus memenuhi beberapa asas yakni asas lex scripta, lex certa dan lex scrita. Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex certa artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.[footnoteRef:14] Penerapan beberapa asas ini merupakan salah satu manifestasi pelaksanaan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana. Apabila ketiga asas ini tidak jelas maka akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana.  [14:  Andi Sofyan dan Nur Aziza, Hukum Pidana, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016, hlm.24] 

Menurut Jan Remmelink menyatakan bahwa syarat suatu produk hukum pidana ialah harus  terperinci dan cermat. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah bestimmtheitsgebot. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penegakan hukum pidana karena akan menimbulkan celah ketentuan pidana tersebut digunakan untuk masing-masing kepentingan.[footnoteRef:15] Sementara menurut Groenhujsen yag dikutip Komariah Emong Sapardjaja dalam pembuatan produk hukum pidana semua perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.[footnoteRef:16] Sedangkan menurut Van Hamel menyatakan bahwa dalam perumusan produk hukum pidana harus menggunakan prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensinya selanjutnya dari makna ini adalah rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.[footnoteRef:17]  [15:  Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 74.]  [16:  Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi), Bandung: Alumni, 2002, hlm 5.]  [17:  G.A. Van Hammel, Inleding Tot De Studie Van Het Nederlancshe Straafrecht, 1913, dalam Buku Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 79.] 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya tidak memiliki kepastian hukum dan kejelasan rumusan secara normatif. Kepastian hukum yang dimaksud ialah kepastian hukum pada rumusan delik yang ada pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Kemudian juga dalam subtansi hukum unsur-unsur delik Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang tidak memiliki kejelasan rumusan sehingga tidak sesuai dengan asas lex scripta, lex scrita dan lex certa dalam hukum pidana.
Rumusan norma hukum yang ada pada Pasal  2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya memenuhi asas kepastian hukum baik itu secara normatif, rumusan norma hukumnya harus jelas, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan norma hukum tersebut. Akan tetapi bukan memenuhi syarat tersebut, Pasal 2 ayat (2) malah melenceng dari asas kepastian hukum tersebut.
Untuk menghadapi permasalahan dalam perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum jelas tersebut. Menurut penulis harus segera dilakukan pembaharuan produk hukum pidana yang akan datang terkhusus pada rumusan norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diperlukan pembaharuan norma hukum pidana kedepannya terhadap pasal 2 ayat (2) karena cenderung menguatnya sikap inkonsistensi dan resistensi terhadap produk hukum Pasal 2 ayat (2) tersebut, tentu apabila terjadi hal semacam ini maka sudah selayaknya dilakukan review secara komprehensif terhadap rumusan norma hukum tersebut, sehingga norma hukum positif tersebut diharapkan dapat sejalan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
Untuk itu kedepannya dalam penormaan hukum Pasal 2 ayat (2) ini harus ada beberapa perbaikan oleh pembuat kebijakan undang-undang. Dalam tulisan ini, penulis memiliki beberapa gagasan perbaikan terhadap perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Berikut beberapa uraian gagasan penulis terhadap perbaikan norma hukum yang seharusnya pada ketentuan  Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.
Pertama, menurut penulis dimasa yang akan datang, untuk melakuan perbaikan pada norma hukum Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun muatan materi yang harus direvisi ialah terkait dari posisi Pasal 2 ayat (2) tersebut. Menurut penulis kedepannya perumusan Pasal 2 ayat (2) harus dipisahkan menjadi pasal tersendiri dalam rumusan norma undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini ketika Pasal 2 ayat (2) masih digabungkan dengan Pasal 2 ayat (1) maka Pasal ini merupakan pasal tambahan dari pasal induknya sehingga pasal ini akan selalu terkait dengan pasal induknya. Ini dapat terlihat bahwa Pasal ini berlaku apabila unsur pasal induknya telah dipenuhi. Setelah terpenuhi baru unsur pasal 2 ayat (2) harus dipenuhi.
Namun dalam prakteknya, seringkali pasal ini tidak efektif, dikarenakan dalam tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu, jenis tindak pidana selain Pasal 2 ayat (1) yang terjadi pada kondisi bencana dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diproses karena bukan pasal yang tergabung dengan Pasal 2 ayat (2). Kemudian kedepannya selain dibuatnya pasal yang berdiri sendiri, penulis juga memiliki gagasan agar tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dibuat pada Bab tersendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya juga pada Bab tersebut dapat dibuat sub-bab mengenai peramater kejahatan korupsi yang dapat dikenakan pemberatan hukuman pidana mati, akan tetapi tentunya jenis tindak pidana korupsinya juga sedikit diperluas. Kemudian juga dibuat sub-bab lain yang menjelaskan secara detail dan konkret unsur-unsur persyaratan perbuatan pidana baik itu bencana alam nasional yang diganti dengan frasa bencan saja yang menyesuaikan dengan pembagian bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian unsur krisis ekonomi dan moneter serta pengulangan tindak pidana (recidive) dan terakhir dibuat juga sub-bab yang mengatur ancaman sanksi pidana yang berkaitan dengan straafmaacth, straafshort, dan straafmodus.
Kedua, untuk menindaklanjuti unsur norma hukum yang tidak detail dan bias, selain dengan merivisi UU Tipikor maka menurut penulis kedepannya dapat dibuat aturan tambahan yang menjelaskan tersendiri unsur norma hukum pada tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tersebut kedalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Menurut penulis terdapat beberapa materi muatan yang dapat dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu yakni konsep dan hakikat dari keadaan tertentu, kualifikasi unsur-unsur keadaan tertentu, persyaratan perbuatan pidana, tingkat berat ringannya tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, besar dan kecilnya kerugian negara, ancaman sanksi pidana dan lain sebagainya.
Ketiga, untuk menindaklanjuti kebiasan dan kerancuan rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) maka diperlukannya aturan teknis pada instansi aparat penegak hukum Aturan teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Sehingga dapat mempermudah tugas aparat penegak hukum dalam melakukan proses peradilan. Apabila kita cermati mengenai aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya sudah dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Aturan teknis tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perma tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 17 bahwa hakim dapat memberikan Pidana mati bagi pelaku yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila memiliki tingkat kesalahan yang tinggi, dampak yang tinggi dan keuntungan yang tinggi. Untuk itu menurut penulis aturan yang sudah ada saat ini dalam bentuk Perma Nomor 1 Tahun 2020 harus diperkuat terutama dalam pelaksanakan dari Perma itu sendiri dan keberanian aparat penegak hukum menggunakan Perma tersebut dalam proses peradilan pidana. Sehingga hal ini akan mempermudah proses penegakan hukum pidana korupsi dalam keadaan keadaan tertentu.

Kesimpulan
	Rumusan Norma Hukum Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengalami sebuah permasalahan. Permasalahan ini terjadi pada subtansi hukum dari Pasal 2 ayat (2) tersebut. Hal ini dikarenakan dalam tahapan formulasi, pihak legislatif tidak memberikan penjelasan secara detail unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) khususnya mengenai penjelasan keadaan tertentu berupa keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan social yang meluas, krisis ekonomi dan moneter serta pengulangan tindak pidana korupsi. Sehingga hal ini menyebabkan pasal 2 ayat (2) tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan dalam pelaksanaannya sering terjadi resistensi dan inkonsistensi norma hukum. Oleh karena itu kedepannya untuk memperbaiki rumusan norma hukum pada Pasal 2 ayat (2) tersebut ialah dengan segera merivisi Pasal 2 ayat (2) tersebut dengan memberikan penjelasan secara mendetail terkait unsur-unsur pasal tersebut. Kemudian pada langkah selanjutnya dapat dilakukan pembuatan aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk memberikan penjelasan teknis terkait Pasal 2 ayat (2) tersebut. Kemudian memperkuat aturan hukum yang sudah ada yang mengatur tata cara pemidanaan pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 agar dapat dilaksanakan seefektif mungkin.
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